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Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak sosial pembangunan Pelabuhan Patimban pada proses alih fungsi lahan dan keberlanjutan
mata pencaharian penduduk sekitar, khususnya yang berprofesi sebagai petani. Rencana pembebasan lahan pembangunan
Pelabuhan Patimban seluas +372,02 Ha untuk kawasan backup area dan jalan akses pelabuhan, mengalihfungsikan lahan
pertanian dan tambak yang berdampak pada keberlanjutan mata pencaharian petani tanaman pangan, petani tambak, dan
buruh tani. Kajian terdahulu pada dokumen rencana pembebasan lahan Pelabuhan Patimban fokus membahas refleksi
masyarakat petani terhadap proyek pembangunan dan kurang mengkaji upaya keberlanjutan mata pencaharian petani
yang terdampak alih fungsi lahan. Dengan menggunakan data penelitian kualitatif berupa hasil wawancara mendalam,
observasi, dan dokumentasi, proses alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban dapat diketahui berdasarkan
konsep struktur, kultur, dan proses yang berdampak sosial pada keberlanjutan mata pencaharian para petani di sekitarnya.
Implementasi proses pengadaan lahan membuat pemanfaatan hasil ganti rugi mengarah ke hal-hal konsumtif dan
menurunkan produktivitas petani. Penerapan program pemulihan mata pencaharian (livelihood resources program) dapat
memberikan dampak pada keberlanjutan mata pencaharian masyarakat petani kedepannya.

Kata kunci: Dampak sosial, alih fungsi lahan, pembangunan, pelabuhan, mata pencaharian, masyarakat.

Abstract

The Social Impact of Patimban Port Development on the Process of Land Use Change and the Sustainability of
Livelihoods of Local Farmers: This research examined the social impact of Patimban Port development on the process of
land use change and the sustainability of the livelihoods of the surrounding population, especially those who work as
farmers. Planned land acquisition for the development of Patimban Port covering an area of +372.02 Ha for the backup area
and port access road, converting agricultural land and ponds which have an impact on the sustainability of the livelihoods
of food crop farmers, aquaculture farmers, and farm laborers. Previous studies on the Patimban Port land acquisition plan
document focused on discussing the reflection of the farmer community on development projects and did not review
efforts to sustain the livelihoods of farmers affected by the land conversion. By using qualitative research data in the form
of the results of in-depth interviews, observation, and documentation, the process of land use change of the Patimban Port
development can be seen based on the concept of structure, culture, and processes that have a social impact on the
sustainability of the livelihoods of the surrounding farmers. Implementation of the land acquisition process makes the use
of compensation lead to consumptive matters and reduce farmers’ productivity. The implementation of the livelihood
resources program can have an impact on the sustainability of the livelihoods of the farming community in the future.

Keywords: Social impact, land use change, development, ports, livelihoods, community.

1. Pendahuluan Pembangunan Pelabuhan Patimban diinisasi
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional [5], Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di

Pembangunan adalah proses perubahan dari
tradisional menuju ke arah yang moderen, dari
masyarakat yang statis menuju masyarakat yang

lebih dinamis [1]. Pada hakikatnya, ada tiga domain Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai

dalam peml:?angunan, yaitu domain ekonomi, sosial, Proyek Strategis Nasional [6], dan Keputusan Menteri
dan ekologi [2]. Pendekatan pembe_mgunan yang Perhubungan Nomor KP 190 Tahun 2016 tentang
tirlalu menekankan lp()ada tpencapalan keLnatJ.'ilan Penetapan Dokumen Pra (Fisibility Study) FS dan FS
ckonomi secafa mdxio tanpd Memperhatikan Pengembangan Pelabuhan Patimban di Kabupaten
pemerataan telah banyak mengalami kegagalan [3_]. Subang, Provinsi Jawa Barat |7]. Pada Dokumen
Pemgangunan pellabuhal? rclll.erupakag erlilbzlo Rencana Pembebasan Lahan Pelabuhan Patimban,
pembangunan perekonomian di suatu daerah [4]. pembangunan backup area pelabuhan dan jalan akses
doi: http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v33i2.1966
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memiliki dampak potensial terhadap alih fungsi
lahan daratan seluas +372,02 Ha [8]. Kondisi tersebut
dilakukan  dengan  mengalihfungsikan  lahan
pertanian, tambak, dan pesisir [8]. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang Tahun 2018,
jumlah penduduk Desa Patimban adalah 6.950 jiwa
[9]. Jenis mata pencaharian penduduk di Desa
Patimban seperti buruh tani sebanyak 1.387 jiwa,
petani tanaman pangan sebanyak 359 jiwa, dan
perikanan sebanyak 12 jiwa [9] merupakan pihak
yang paling merasakan dampak alih fungsilahan[10].

Alih fungsi lahan merupakan akibat adanya
peningkatan jumlah aktivitas penduduk dan aktivitas
pembangunan [11] sehingga terjadi konversi lahan
pertanian ke non-pertanian [12]. Alih fungsi lahan
untuk pembangunan mengubah status kepemilikan
dan penguasaan lahan, serta berimplikasi pada
perubahan pendapatan dan kesempatan Kkerja
masyarakat [13]. Salah satu dampak sosial yang akan
timbul akibat proses alih fungsi lahan pertanian dan
tambak untuk pembangunan Pelabuhan Patimban
adalah keberlanjutan mata pencaharian para petani.
Penelitian yang telah dilakukan [14] menjelaskan
bahwa terbatasnya akses untuk menguasai lahan
menyebabkan terbatas pula akses masyarakat atas
manfaat lahan yang menjadi modal utama mata
pencaharian sehingga terjadi pergeseran kesempatan
kerja ke sektor non-pertanian. Ditinjau dari aspek
sosial, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan
pelabuhan yang mendukung industrialisasi [15]
diperkirakan akan  menyebabkan terjadinya
perubahan struktur sosial. Sedangkan dari aspek
budaya, alih fungsi lahan diperkirakan akan
menimbulkan perubahan nilai-nilai serta pola gaya
hidup (life style pattern) pada masyarakat tersebut
[13].

Tabel 1. Kriteria Informan
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Dampak tersebut dapat diminimalisir dengan
membuat perencanaan yang matang dan tindakan
yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan proses alih fungsi lahan pertanian
dan tambak menjadi kawasan pelabuhan dan
dampak sosialnya terhadap keberlanjutan mata
pencaharian para petani. Dengan menggunakan
metode penelitian deskriptif kualitatif berupa
wawancara, observasi, dan dokumentasi, proses alih
fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban
dapat diketahui berdasarkan konsep struktur, kultur,
dan proses yang berdampak sosial pada
keberlanjutan mata pencaharian petani di sekitarnya.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka
disusun pertanyaan penelitian yaitu mengapa proses
alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban
berdampak pada keberlanjutan mata pencaharian
petani di sekitarnya, faktor-faktor apa yang
mempengaruhi keberlanjutan mata pencaharian
petani di sekitarnya, dan langkah-langkah apa yang
dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan mata
pencaharian petani yang terkena dampak alih fungsi
lahan.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif [16][17][18].
Metode tersebut dipilih untuk menjelaskan dan
mengetahui permasalahan sesuai situasi dan kondisi
yang ada sehingga hasil penelitian fokus dan sesuai
dengan judul penelitian [13]. Jenis penelitian ini
masuk ke dalam jenis penelitian studi kasus [13].
Metode pada penelitian ini mencakup metode
pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis
data.

No. Informan Status Kriteria Peran Informasi
1. A B,C,0 Kepaladan Staf Kantor Informan Pelaksana pembebasan lahan dan Perencanaan  pembebasan lahan dan
Pelabuhan (KSOP Kelas 11 Kunci Utama pembangunan Pelabuhan Patimban pembangunan Pelabuhan Patimban
Patimban)
2. D Pimpinan Proyek Pengadaan Informan Pelaksana pembebasan lahan untuk Proses pembebasan lahan pembangunan
Lahan Kunci Utama pembangunan Pelabuhan Patimban Pelabuhan Patimban
3. E Pimpinan Proyek Informan Pelaksana pembangunan area daratan Proses pembangunan area darat Pelabuhan
Pembangunan Area Darat Kunci Utama Pelabuhan Patimban Patimban
4, H Camat Pusakanagara Informan Panitia pembebasan lahan, pemimpin di Pendukung proses pembebasan lahan
tingkat kecamatan pembangunan Pelabuhan Patimban
5. G Kepala Desa Patimban Informan Panitia pembebasan lahan, pemimpin di Pendukung proses pembebasan lahan
tingkat desa pembangunan Pelabuhan Patimban
6. P Ketua Paguyuban Petani Informan Ketua  paguyuban petani/ ketua Proses alih fungsi lahan pertanian untuk
Kunci Utama kelompok masyarakat petani terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban dan
alih  fungsi lahan pembangunan dampaknya terhadap mata pencaharian
Pelabuhan Patimban petani Desa Patimban
7. I, K, LM, PetanidiDesa Patimban/ Informan Petani/ anggota paguyuban petani yang Proses alih fungsi lahan pertanian untuk
N Anggota Paguyuban Petani Kunci Utama merupakan masyarakat terdampak alih pembangunan Pelabuhan Patimban dan
fungsi lahan pembangunan Pelabuhan dampaknya terhadap mata pencaharian
Patimban petani Desa Patimban
8. F Pemerintah Kabupaten Informan Panitia pembebasan lahan, perwakilan Pendukung proses pembebasan lahan
Subang di tingkat kabupaten pembangunan Pelabuhan Patimban
9. 1 Dinas Pertanian Kabupaten Informan Panitia pembebasan lahan, perwakilan Pendukung proses pembebasan lahan

Subang

di dinas pertanian kabupaten

pembangunan Pelabuhan Patimban

Sumber: hasil analisis, 2021
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2.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara
mendalam, observasi, dan dokumentasi (studi
kepustakaan) [1][19]. Teknik wawancara mendalam
dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang
berpedoman pada pertanyaan penelitian dan
membahasnya secara mendalam. Proses pemilihan
informan dilakukan dengan mengidentifikasi
informan yang terkait alih fungsi lahan [12]
pembangunan Pelabuhan Patimban. Pihak-pihak
yang terkait dicari dan diidentifikasi oleh peneliti
untuk dijadikan sebagai informan. Dalam penelitian
ini, informan yang dipilih didasarkan pada kategori
berupa informan kunci utama dan informan [13]
dengan jumlah keseluruhan sebanyak 16 informan.
Informan kunci utama antara lain Kepala dan Staf
Kantor Pelabuhan Patimban, Pimpinan Proyek (PPK)
Pengadaan Lahan  Pembangunan Pelabuhan
Patimban, Pimpinan Proyek (PPK) Pembangunan
Area Darat Pelabuhan Patimban, Ketua Paguyuban
Petani, dan Para Petani/ Anggota Paguyuban Petani

Tabel 2. Metode Pengumpulan Data
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Terdampak Alih Fungsi Lahan Pembangunan
Pelabuhan Patimban. Sedangkan informan terdiri
dari Camat Pusakanagara, Kepala Desa Patimban,
Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang,
dan Perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Subang.
Unit  analisis pada penelitian ini yaitu
individu/masyarakat yang bermata pencaharian
sebagai petani terdampak alih fungsi lahan
pembangunan Pelabuhan Patimban.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian
ini merupakan studi kepustakaan [19] berupa
Dokumen Rencana Pembebasan Lahan/ Land
Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP)
Pelabuhan Patimban [8], Izin Lingkungan Kegiatan
Pembangunan Pelabuhan Patimban sesuai dengan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.136/Menlhk/Setjen/PLA4/
2/2017 [20], Dokumen Environmental and Social
Consideration Pembangunan Pelabuhan Patimban,
dan Data BPS Kabupaten Subang [9].

No. Konsep Pertanyaan Penelitian Hasil/ Output Metode Pengumpulan Data
1. Mengapa proses alih fungsi lahan - Datadan informasi proses alih fungsi lahan - Wawancara, observasi, dan
pembangunan Pelabuhan Patimban pembangunan Pelabuhan Patimban. dokumentasi.

berdampak pada keberlanjutan mata -
pencaharian petani di sekitarnya?

2.  Faktor-faktor apa yang mempengaruhi -
keberlanjutan mata pencaharian petani
di sekitarnya?

Informasi dampak alih fungsi lahan pertanian -
terhadap keberlanjutan mata pencaharian
masyarakat sebagai petani.

Dokumen perencanaan
terkait (Dokumen LARAP,
Izin Lingkungan, dan Data

BPS)
Data dan informasi terkait faktor-faktor alih - Wawancara, observasi, dan
fungsi lahan pertanian yang mempengaruhi dokumentasi.

keberlanjutan mata pencaharian masyarakat

Langkah-langkah
dilakukan

untuk

apa yang
menciptakan
keberlanjutan mata pencaharian petani

yang terkena dampak alih fungsi lahan? -

sebagai petani.

Informasi solusi mengurangi dampak sosial -
alih fungsi lahan pertanian terhadap
keberlanjutan mata pencaharian petani.

Proyeksi hasil [ output dari solusi yang

dilakukan.

Wawancara, observasi, dan
dokumentasi.

dapat -

Sumber: hasil analisis, 2021

Tabel 3. Metode Wawancara

No. Status Informan Konsep Pertanyaan Wawancara

1. Kepala Pelabuhan Apakah sudah dikaji dampak sosial alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan Pelabuhan
Patimban Patimban terhadap keberlanjutan mata pencaharian penduduk sekitar khususnya petani?
Pimpinan Proyek Apakah sudah dilakukan proses sosialisasi sebelum dilakukan alih fungsi lahan dan pembangunan
(PPK) Pengadaan Pelabuhan Patimban kepada masyarakat setempat khususnya yang bermata pencaharian sebagai
Lahan petani?
Pimpinan Proyek Bagaimana dengan proses pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Patimban yang selama ini
(PPK) Pembangunan sudah dilakukan?
Area Darat Apa yang menjadi keluhan masyarakat petani yang lahan pertaniannya terkena pembebasan
Camat Pusakanagara lahan?
Kepala Desa Patimban Apa yang menjadi prioritas utama untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian petani yang
Pemerintah terdampak alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban?
Kabupaten Subang Apa solusi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi dampak alih fungsi lahan
Dinas Pertanian pembangunan Pelabuhan Patimban terhadap keberlanjutan mata pencaharian petani di
Kabupaten Subang sekitarnya?

2. Ketua Paguyuban Apakah lahan pertanian yang Anda kelola milik sendiri atau orang lain?

Petani

Petani di Desa
Patimban (Anggota
Paguyuban Petani)

Apakah lahan pertanian yang Anda kelola terkena pembebasan lahan secara keseluruhan atau
sebagian?

Bagaimana dengan proses ganti rugi lahan yang selama ini Anda rasakan?

Apakah alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan Pelabuhan Patimban berdampak terhadap
keberlanjutan mata pencaharian Anda sebagai petani?

Apa ada tawaran dari Pemerintah untuk mengganti lahan pertanian yang terkena pembebasan
lahan di lokasi lain?

Apakah para petani yang terkena dampak pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Patimban
akan ditampung bekerja di Pelabuhan Patimban oleh pemerintah?

Apabila Anda sudah tidak bekerja sebagai petani karena lahan pertanian telah dialihfungsikan
untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, profesi apa yang akan Anda jalani nantinya?

Apakah perubahan mata pencaharian yang akan terjadi berdampak sosial pada kehidupan Anda?

Sumber: hasil analisis, 2021
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Telaah Data
Membuat dan Refleksi
Transkrip Hasil . Makna Sesuai ’ Coding Data .
Wawancara Konteks
Penelitian

Hasil Data dan
Kesimpulan

Deskripsi Hasil
Data Coding

Penyajian
Deskripsi Data

» »

Sumber: hasil analisis, 2021
Gambar 3. Alur Teknik Pengolahan Data

2.2. Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode observasi
nonpartisipan, di mana peneliti mengamati aktivitas
dan mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan
proses penelitian [10]. Hasil transkrip wawancara
berupa kata-kata tertulis bersifat deskriptif berasal
dari informan [ 11]. Tahapan teknik pengolahan data:
membuat transkrip hasil wawancara, menelaah data
dan merefleksikan makna sesuai konteks penelitian,
coding data, mendeskripsikan hasil data coding,
penyajian hasil deskripsi data, dan mengemukakan
hasil data dan kesimpulan [15].

2.3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan
mengklasifikasikan data dan informasi yang telah
diperoleh sesuai isu penelitian. Data primer dianalisis
dengan membuat matriks wawancara dari tiap
informan [16][17]. Hasil wawancara dikategorikan ke
dalam matriks wawancara. Kemudian dilakukan
elaborasi data dan informasi dengan
merepresentasikan hasilnya ke konsep struktur-
kultur-proses [21]. Validasi data dilakukan dengan
cara triangulasi untuk menyesuaikan data dan
informasi dengan mengkaji dari dokumen terkait,
yang meliputi dokumen perencanaan, data statistik,
buku, situs web, dan sumber lain terkait
pembangunan Pelabuhan Patimban. Perbedaan data
dan informasi yang diperoleh dari tiap informan

kemudian diperiksa kembali dengan data primer dan
data sekunder yang ada.

Sesuai  konsep pembangunan  sosiologis,
membangun manusia harus dengan membangun
unsur-unsur dasar masyarakatnya, yaitu struktur,
kultur dan proses sosial [22]. Struktur sosial
merupakan pola hubungan antara kekuasaan dengan
kelompok sosial dalam bentuk stratifikasi, komposisi,
dan diferensiasi sosial [22]. Kultur merupakan semua
hal yang mencakup sistem nilai, norma, kepercayaan,
kebiasaan, dan adat istiadat suatu individu atau
masyarakat yang mendarah daging (internalized)
sehingga memiliki kekuatan membentuk pola
perilaku dan sikap masyarakat [22]. Proses sosial
merupakan semua hal terkait dinamika interaksi
antarmasyarakat yang belum terstruktur (structured)
maupun mengkultur (cultured) [22]. Pada tahap
struktur, penelitian ini menganalisis elemen
struktural seperti Peraturan/Undang-Undang,
kebijakan, program, dan anggaran serta struktur
demografi pembangunan Pelabuhan Patimban [21].
Tahap kultur menganalisis elemen kultural seperti
tradisi, budaya, kebiasaan, keahlian, dan kemampuan
masyarakat lokal di Desa Patimban [21]. Tahap proses
menganalisis elemen proses sosial seperti interaksi,
partisipasi, dan negosiasi antara pemerintah dengan
masyarakat petani pada proses pembebasan lahan
pembangunan Pelabuhan Patimban [21].

Masa Konstruksi /

Pembangunan Operasional

Perencanaan Tahap Pembebasan Proses _____
Pembangunan Lahan — i
<
T
Alih Fungsi Lahan
i Konsep Struktur, Kultur, Proses  ----%| Pertanian, Tambak,

dan Pesisir

4

Keberlanjutan Mata
Pencaharian
Masyarakat Petani

\ 4

Dampak Sosial

Sumber: hasil analisis, 2021
Gambar 4. Alur Kerangka Teori

Struktur ]

- Kultur

Proses

N_JN

» Menganalisis elemen
struktural: Peraturan/
Undang-Undang,
kebijakan, program, dan
anggaran serta struktur
demografi pembangunan
Pelabuhan Patimban.

Sumber : [21] dan hasil analisis, 2021
Gambar 2. Tahapan Analisis Struktur, Kultur, Proses

« Menganalisis elemen
kultural: tradisi, budaya,
kebiasaan, keahlian, dan
kemampuan masyarakat
lokal di Desa Patimban.
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« Menganalisis elemen
proses sosial : interaksi,
partisipasi, dan negosiasi
antara pemerintah
dengan masyarakat
petani pada proses
pembebasan lahan
pembangunan Pelabuhan
Patimban.
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3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilakukan di Desa Patimban,
Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang,
Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data BPS Kabupaten
Subang Tahun 2018, terdapat empat Dusun dan lima
Rukun Warga di Desa Patimban [9]. Desa Patimban
memiliki wilayah yang paling luas dari seluruh desa
di Kecamatan Pusakanagara. Jenis mata pencaharian
dominan penduduk di Desa Patimban adalah pada
sektor pertanian (petani tanaman pangan,
peternakan, perikanan, dan buruh tani), dengan
tingkat pendidikan mayoritas berada di level SD ke
bawah [9]. Komposisi mata pencaharian dan tingkat
pendidikan penduduk Desa Patimban dapat dilihat
pada tabel 4.

Lingkup pekerjaan pembangunan pelabuhan
Patimban terdiri dari pembangunan backup area,
jalan akses, dan pembangunan area sisi laut. Sebagian
besar kawasan backup area secara administratif
terletak di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara.
Sedangkan jalan akses lokasinya melalui beberapa
desa, antara lain Desa Patimban, Desa Gempol, Desa
Kalentambo, Desa Pusaka Ratu, dan Desa Kota Sari
yang masuk di Kecamatan Pusakanagara, dan Desa
Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya. Proses
pelaksanaan pengadaan lahan dilakukan dengan cara
membebaskan lahan sawah, tambak, dan sebagian
kecil pemukiman atau lahan yang terbangun milik
masyarakat [8]. Tiga area yang dibangun tersebut

Irfan Hudori

Tabel 6. Jenis Kondisi Lahan Eksisting Lokasi

Backup Area Pelabuhan
No. Jenis Kondisi Lahan Luas Lahan (Ha)
1.  Irigasi 1,0
2. Jalan 3,42
3. Pemakaman 0,53
4., Ladang 18,62
5.  Lahan Terbangun 8,77
6. Padang Rumput 2,62
7.  Sawah 207,33
8.  Sungai 0,79
9. Tambak 113,13
Luas Total 356,23
Sumber: [8]

memiliki spesifikasi, luasan, dan kondisi sesuai
dengan tabel 5.

Dari jumlah total rencana luas lahan yang
dibebaskan pada saat dilakukan wawancara
mendalam, progres pengadaan lahan telah mencapai
sekitar *85%. Kondisi lahan pada lokasi pembangunan
Pelabuhan Patimban sebagian besar merupakan
lahan pertanian, tambak, serta sarana dan prasarana
pertanian [8]. Berikut kondisi penggunaan lahan
eksisting di lokasi pembangunan backup area
Pelabuhan Patimban (tabel 6).

Status kepemilikan lahan persawahan di Desa
Patimban dimiliki oleh perorangan dan tanah kas
desa (TKD) atau tanah bengkok. Sedangkan status
kepemilikan lahan tambak di Desa Patimban dimiliki

Tabel 4. Komposisi Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Patimban

Komposisi Mata Pencaharian

Tingkat Pendidikan

No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) No. Jenjang Pendidikan Jumlah (Jiwa)
1.  Tanaman Pangan 359 1. Tidak / Belum Tamat SD 1.973
2. Perkebunan 0 2. SD 1.850
3. Kehutanan 0 3. SMP 493
4. Peternakan 6 4, SMA 258
5. Perikanan 12 5. Diploma (I/II) 0
6. Buruh Tani 1.387 6. Akademi (DIII) 18
7. Penggalian 2 7. Perguruan Tinggi (> DIV/S1) 20
8. Industri 21
9. Listrik, Gas, dan Air 12
10. Bangunan 29
11.  Perdagangan 655
12. Angkutan 63
13. Keuangan 5

Sumber: [9]

Tabel 5. Area, Spesifikasi, dan Luasan, serta Kondisi Lahan Eksisting Patimban

No. Area Spesifikasi dan Luasan Kondisi Lahan Eksisting
1.  Backup Area Luas Tahap Awal : 250 Ha Sawah/ tegalan, tambak ikan,
Pelabuhan Luas Total Lahan Rencana : +356,23 Ha dan sebagian kecil
pemukiman
2. Jalan Akses Panjang Jalan : #5Km Sawah/ tegalan, tambak ikan,
Pelabuhan Lebar Jalan : 30 meter dan sebagian kecil
Luas Total Lahan Rencana : +15,79 Ha pemukiman
3. Area Sisi Laut Kedalaman Alur Laut Minimal : -17 mLWS Perairan/laut
Pelabuhan Jenis Konstruksi : Reklamasi
Luas Total Rencana . +301 Ha
Sumber: [8]
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Sumber: [8]
Gambar 4. Peta Sebaran Luasan Pembebasan Lahan
Back Up Area Pelabuhan Patimban

oleh perorangan dan perusahaan swasta [8]. Bentuk
pilihan ganti rugi lahan warga terkena dampak
(WTD) pada proses pengadaan lahan pembangunan
pelabuhan Patimban sesuai dengan tabel 7.

Dalam pelaksanaan pengadaan lahan
pembangunan Pelabuhan Patimban terhadap lahan
sawah dan tambak milik masyarakat, sebagian besar
warga terkena dampak menginginkan ganti rugi
dalam bentuk uang.

“Kalau tanah warga semuanya diganti rugi
dengan uang. Ya kalau “bengkok” desa itu diganti
dengan tanah juga yang senilai. Bukan luasnya ya,
tapi senilai.” [Wawancara Informan D, 2021]

Perhitungan ganti rugi dalam bentuk uang
ditetapkan berdasarkan harga pasaran tanah di lokasi
tersebut, sesuai penilaian Konsultan Jasa Penilai
Publik (KJPP). Penentuan besaran nilai ganti kerugian
per bidang tanah dihitung berdasarkan tanah, ruang
atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman,
benda yang berkaitan dengan tanah, dan Kkerugian
lain yang dapat dinilai [8].

Tabel 7. Proses dan Pilihan Bentuk Ganti Kerugian
Pengadaan Lahan Patimban

Pilihan Bentuk Ganti

Kerugian

Uang

Tanah Pengganti

Permukiman Kembali

Kepemilikan Saham

Bentuk lain yang disetujui

kedua belah pihak

(gabungan dari 2 atau

lebih bentuk ganti

kerugian)

Pertukaran lahan dengan

luas dan produktivitas

yang sama seperti di

lokasi asal

Perumahan Sederhana

Rumah Susun

Opsi-opsi lainnya

No. Proses Ganti Rugi
Lahan
1.  Bentuk Ganti
Kerugian yang
Dimusyawarahkan

oAan o

Bentuk Opsi Lain

Sumber: [8]
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3.1. Kondisi Dampak Sosial Masyarakat Petani Desa
Patimban Sebelum dan Setelah Alih Fungsi Lahan

Sebelum ada alih fungsi lahan di Desa Patimban,
dalam setahun petani rata-rata memperoleh dua kali
masa panen. Petani pemilik lahan dengan luas 1 bau
(1 bau = 7000 m?) memperoleh hasil panen rata-rata
empat sampai lima ton gabah, yang menjadi andalan
utama pemenuhan hidup keluarga petani dan dapat
dimanfaatkan selama empat bulan. Selain itu, petani
bekerja sampingan sebagai buruh tani dan lain-lain.
Jika kondisi hasil pertanian sedang baik, petani dapat
memperoleh panen seberat enam ton. Fluktuasi
harga gabah di pasaran dipengaruhi oleh kebijakan
impor beras pemerintah. Jika tidak ada impor, harga
gabah di pasaran mencapai Rp 6.000 per kg. Namun
dalam kondisi impor, harga gabah berkisar antara Rp
4.500 hingga Rp 5.000 per kg. Dengan kepemilikan
luas lahan minimal 1 bau, petani di Desa Patimban
tergolong ke dalam masyarakat petani sejahtera
karena bisa membiayai hidup dan menyekolahkan
anak-anaknya. Hasil panen petani bukan merupakan
penghasilan bersih karena belum dikurangi biaya
tanam, obat, pupuk, mitra tani, dan lain-lain. Sambil
menunggu masa panen, selama satu sampai dua
bulan para petani meninggalkan sawahnya untuk
bekerja merantau ke daerah lain. Sawah yang tinggal
menunggu masa panen diurus oleh anggota keluarga
petani. Kondisi sosial para petani sebelum adanya
alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban
cenderung lebih erat dan solid dalam masyarakat
petani pedesaan. Kondisi lingkungan dan ekologi
pertanian juga lebih baik karena Dinas Pertanian dan
Kementerian Pertanian sangat memperhatikan
kondisi sarana prasarana pertanian [Wawancara
Informan P, 2021].

Alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan
Patimban membuat kebutuhan mendasar pertanian
di Desa Patimban kurang diperhatikan, salah satunya
pupuk Dbersubsidi semakin susah dan mahal
didapatkan. Mindset masyarakat petani di Desa
Patimban saat ini berubah, berharap terkena gusuran
pembebasan lahan. Masyarakat petani cenderung
memiliki sikap individualis yang lebih tinggi dan
memiliki gaya hidup hedonisme. Solidaritas
masyarakat petani di Desa Patimban saat ini pun
sudah mulai terpecah, profit-oriented, dan kurang
peduli. Pola pikirnya pun cenderung berubah
komersial mengikuti masyarakat perkotaan, dengan
memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk usaha sewa
rumah kontrakan. Hal tersebut membuat tenaga
kerja (buruh) di sektor pertanian semakin berkurang
sehingga saat ini sudah mulai susah untuk mencari
buruh tani. Mindset masyarakat petani yang berubah
membuat ekspektasi pencapaian hasil yang
diinginkan selalu tinggi [Wawancara Informan P,
2021].
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Sebelum
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Sesudah

Kondisi Sosial Petani:
Cenderung lebih erat dan solid,
masyarakat petani pedesaan

—»

Kondisi Lingkungan dan Ekologi:
Lebih baik, sarana prasarana
pertanian diperhatikan pemerintah
(Dinas Pertanian dan Kementerian

Kondisi Masyarakat Petani
Desa Patimban di Masa

Pertanian) Konstruksi & Operasional

Kondisi Masyarakat Petani Dalam 1 tahun = 2 kali

v

Menunggu masa

Desa Patimban Pra Konstruksi
(Lahan Pertanian Produktif)

¢ A 4

Tenaga Kerja Lokal Sektor
Pertanian Desa Patimban:
- Buruh Tani: 1.387 jiwa

masa panen

1 kali panen = dapat
dimanfaatkan petani
selama 4 bulan

1-2 btﬁ':[rier?l;eran tau Kebutuhan mendasar
bekerja ke daerah perFanian lfurang
lain. Sawah diurus ) I()ilperkga_t(ljl_(an. hd
anggota keluarga pupuk bersu ;1 ]1 susah dan
lainnya mla
Hasil panen bersih = Mindset petani:

berharap terkena gusuran
pembebasan lahan

hasil panen - biaya
operasional

Petani Tanaman
Pangan: 359 jiwa
Petani Tambak: 12 jiwa
Peternakan: 6 jiwa

v

+
Kerja sampingan pertanian:
buruh tani, dll

v

pertanian (biaya
tanam, obat, pupuk,
mitra tani, dil.

v

Sikap individualisme lebih
tinggi, gaya hidup hedonisme

v

Lahan pertanian hak
milik = 1 Bau

Gapoktan: N
“Paguyuban Petani Berkah Luas. lahan 1 Bau (7.000 m?)
Jaya” Hasil panen normal =4 ~ 5

ton

Menjaga Keberlangsungan Kondisi baik = 6 ton

Kesejahteraan Hidup Para

¢ A 4

Pemrakarsa Pemberdayaan: Harga gabah > Kebijakan impor

- Dinas Pertanian Kabupaten beras
Subang Harga:

- Kecamatan Pusakanagara

- Desa Patimban

- Para Pengurus Paguyuban
Petani Berkah Jaya

Kondisi non-impor: Rp 6.000 /kg
Kondisi impor: Rp 4.500 ~ Rp 5.000
fkg

A

Dasar Pembentukan:
Kesamaan kepentingan,
kondisi sosial, kondisi
ekonomi dan lingkungan,
serta kebersamaan
meningkatkan dan
mengembangkan usaha
secara ekonomi dan efisien

Sumber: hasil analisis, 2021
Gambar 4. Alur Kerangka Teori

3.2. Struktur Kebijakan Pemerintah pada Proses
Pembangunan Pelabuhan Patimban

Perencanaan pembangunan Pelabuhan Patimban
dimulai dari tahap prakonstruksi, pengadaan lahan,
hingga tahap konstruksi dan operasional. Tahap
prakonstruksi  dilakukan dengan menyiapkan
dokumen perencanaan berupa Studi Pra FS dan FS
(feasibility study/ studi Kkelayakan), Dokumen
Rencana Pembebasan Lahan atau LARAP [8],
Dokumen Lingkungan atau Amdal (sesuai izin
lingkungan: SK Menteri LHK Nomor SK
136/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017) [20], Dokumen
Teknis berupa Rencana Induk Pelabuhan (RIP) serta
Survei Investigasi dan Desain (SID) Pelabuhan.
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> “Tergolong Solidaritas mulai terpecah,
Masyarakat Petani profit- oriented, kurang
Sejahtera Desa peduli
Patimban”

v

Pola pikir mengikuti
masyarakat perkotaan:
memanfaatkan lahan untuk
usaha sewa rumah kontrakan

v

Tenaga kerja buruh pertanian
semakin berkurang, mulai
susah mencari buruh tani

v

Mindset berubah:
ekspektasi pencapaian hasil
yang diinginkan selalu tinggi

Sosialisasi mengidentifikasi permasalahan yang ada
sehingga dapat diantisipasi dengan pendekatan
aparatur pemerintah daerah bersama tokoh-tokoh
masyarakat setempat [Wawancara Informan A,
2021]. Pendataan dilakukan terhadap masyarakat
petani terdampak alih fungsi lahan untuk
pelaksanaan program pemulihan mata pencaharian
(livelihood resources program) berupa skill training
atau peningkatan kompetensi [Wawancara Informan
C, 2021]. Selain itu, program pemberdayaan
masyarakat lokal dilaksanakan dengan
menempatkan tenaga ahli terampil maupun tenaga
tidak terampil untuk bekerja di pelabuhan
[Wawancara Informan O, 2021].
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Rencana Studi Pra FS Dokumen Land Acquisition Izin Lingkungan: - Rencana Induk
Pembaneunan dan FS and Resettlement Action SK Menteri LHK Pelabuhan (RIP)
Tahap Pra Konstruksi Pelab gh | (Feasibility — Plan (LARAP): Kajian > Nomor SK F» - Survei, Investigasi
Pe a Ub an Study / Studi Pengadaan Lahan + Dampak 136/Menlhk/Setj dan Desain (SID)
atimban Kelayakan) Sosial + Sosialisasi Awal en/PLA 4/2/2017 Pelabuhan
Pengadaan Lahan Pembangunan Pelabuhan Patimban
Kementerian Perhubungan:
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- Kantor Pelabuhan Patimban (KSOP Kelas Il Patimban)
Sosialisasi, Koordinasi & Implementasi
Tahap Pengadaan |
s v v v v v
Pemerintah N Pemerintah Badan Pertanahan Nasional Lembaga Manajemen KJPP
Provinsi Jawa Kabupaten Subang (BPN) Kab. Subang Aset Negara (LMAN)

\ 4

| I I
v

Kecamatan dan Kantor Desa

PPK Pengadaan Lahan
Pembangunan Pelabuhan

v

Masyarakat Pemilik Lahan

Pembayaran uang ganti rugi

Masa Konstruksi (Pembangunan) dan Operasional

Masyarakat Terdampak Program Pemulihan Mata Pencaharian - Petani Pemilik Lahan
Dampak Alih Fungsi Lahan ~ —® (Livelihood Resources Program): Skill .
p L. R . - Petani Penggarap
Pembangunan Training | Peningkatan Kompetensi
Bekerja sama ) Koordinasi dengan » - Program Peningkatan Kompetensi
Penanganan dengan Dinas-Dinas Kecamatan dan Kantor - Program Pemberdayaan Masyarakat
Monitoring Monitoring Survei Tingkat Kepuasan Koordinasi dan Komunikasi
Tahap Konstruksi dan Evaluasi Berkala 3 P Masyarakat Terhadap Sosialisasi ~ —| Intens untuk Pencegahan
Operasional Bulanan dan Impelementasi Program Permasalahan Isu-Isu Sosial
Pengadaan Lahan Proses Penilaian Harga ) Penanganan: Tim
Pembangunan Pelabuhan d Pembebasan Lahan Pengadaan Lahan
Proses Pembayaran Uang Penyesuaian Anggaran
Kendala Ganti Rugi dari LMAN ™ dan Jadwal Pembayaran
UGR
A Permasalahan dan konflik .
Pembangunan Fasilitas terhadap lahan yang telah Harus qda koordinasi
Darat Pelabuhan Patimban »|  bebas dan belum dibangun | ™ padﬁ sgtlapclia.ellaksanaan
namun kembali digarap warga pekerjaan di lapangan

Sumber: hasil analisis, 2021

Gambar 6. Struktur Kebijakan pada Proses Pembangunan Pelabuhan Patimban

Monitoring berkala (tiap tiga bulan) dilakukan
dengan melakukan survei tingkat Kkepuasan
masyarakat terkait sosialisasi dan implementasi
program sebagai upaya pencegahan permasalahan
isu-isu sosial di masyarakat [Wawancara Informan C,
2021]. Pelatihan-pelatihan kepada masyarakat
setempat diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Subang agar SDM lokal dapat menjadi
tenaga terampil [Wawancara Informan O, 2021].
Penyerapan tenaga kerja lokal pada pembangunan
fasilitas darat Pelabuhan Patimban sekitar 10%
[Wawancara Mendalam Si E, 2021]. Kendala
pengadaan lahan diatasi oleh tim pengadaan lahan.
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Hambatan pengadaan lahan meliputi evaluasi
administrasi per bidang tanah dan adanya
pemotongan anggaran di LMAN sehingga proses
pembayaran ganti rugi menjadi terlambat
[Wawancara Mendalam Si C, 2021]. Kendala
pembangunan fasilitas darat yaitu adanya konflik
dengan masyarakat yang tetap menggarap di lahan
yang telah dibebaskan. Untuk mengatasinya, harus
dilakukan koordinasi setiap pelaksanaan pekerjaan
pembangunan di lapangan [Wawancara Informan E,
2021].
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3.3. Kultur Masyarakat Petani Desa Patimban
Terdampak Alih Fungsi Lahan
Dalam  pengadaan lahan  pembangunan
Pelabuhan Patimban diperlukan langkah
membebaskan lahan pertanian dan tambak milik
masyarakat, tanah kas desa “bengkok”, dan
perusahaan swasta. Para petani terdampak

pembebasan lahan di Patimban tergabung dalam
Paguyuban Petani Berkah Jaya. Pada proses
pembebasan lahan, pemerintah menawarkan
penggantian/ relokasi lahan pertanian masyarakat di
lokasi lain. Namun, masyarakat memilih opsi ganti
rugi dalam bentuk wuang untuk dimanfaatkan
membeli lahan di lokasi lain dan dapat digunakan
untuk keperluan lainnya [Wawancara Informan P,
2021]. Tawaran relokasi lahan ditolak masyarakat
karena khawatir tidak sesuai dengan harapan
masyarakat petani [Wawancara Informan J, 2021].
Besaran nilai ganti rugi lahan pertanian rata-rata
sebesar Rp 250 ribu/m? dan paling tinggi berkisar
antara Rp 300 ribu/m? sampai dengan Rp 320
ribu/m?. Sementara itu, lahan tambak berkisar antara
Rp 150 ribu/m? sampai dengan Rp 200 ribu/m?
[Wawancara Informan P, 2021]. Masyarakat petani
merasa proses ganti rugi lahan menguntungkan dan
positif [Wawancara Informan J, K, L, M, dan P, 2021].

Pengadaan Lahan
Pembangunan Pelabuhan
Patimban

v
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Hasil uang ganti rugi digunakan untuk membeli [ahan
pertanian yang berjarak 10 hingga 16 Km dari lokasi
Desa Patimban, yaitu di Compreng-Subang, Bojong-
Subang, Cilandak-Indramayu, dan lokasi lain di
Indramayu [Wawancara Informan J, K, L, dan N]. Hasil
pembebasan 1 Ha lahan pertanian dapat dibelikan 2
sampai 3 Ha lahan pertanian di lokasi Iain
[Wawancara Informan ] dan K, 2021].

Pemerintah menawarkan ke masyarakat petani
terdampak pembebasan lahan untuk ditampung
bekerja di proyek pembangunan Pelabuhan
Patimban, namun petani tetap memilih bekerja
sebagai petani [Wawancara Informan M, 2021].
Persentase jumlah masyarakat lokal yang dapat
ditampung pada proyek pembangunan Pelabuhan
Patimban hanya sebesar 10% [Wawancara Informan
K, 2021]. Kebutuhan tenaga operasional pelabuhan
memiliki syarat pendidikan minimal SMA dan S1/
sarjana. Hal tersebut membuat para petani tidak
dapat bekerja sebagai tenaga operasional pelabuhan
karena tingkat pendidikan yang rendah [Wawancara
Informan ], 2021]. Banyaknya para petani terdampak
yang sudah berusia tua membuat mereka tidak dapat
bekerja di pelabuhan [Wawancara Mendalam Si P,
2021].

Pembebasan lahan
pertanian dan tambak
petani (Paguyuban Berkah
Jaya Desa Patimban)

v

Pemerintah menawarkan
ditampung bekerja di
pelabuhan:

- Tahap Pembangunan
(sebagai: pekerja
bangunan)

- Tahap Operasional
(sebagai: tenaga
operasional, keamanan,

Pemerintah menawarkan
relokasi lahan pertanian
masyarakat

v

Masyarakat petani memilih

opsi ganti rugi dalam bentuk

uang, dengan alasan:

- Membeli lahan di lokasi
lain

- Dapat digunakan untuk
keperluan lain

- Khawatir fungsi lahan
tidak sesuai harapan

>

Tuntutan awal besaran nilai

Lahan Petani Paguyuban ganti rugi: Rp 500 ribu/m?

Berkah Jaya yang y
dibebaskan, luas total
sekitar +300 Ha :

1. Milik Petani (Luas
lahan berkisar <1 Ha,
2.4 Ha, 4 Ha, sampai 5
Ha).

. Para Penggarap
(menggarap lahan milik
perusahaan swasta |
orang lain di luar
Patimban)

Besaran nilai uang ganti rugi:

1. Lahan Pertanian, rata-
rata: Rp 250 ribu/m?,
maksimal berkisar: Rp
300 ~ Rp 320 ribu/m?

2. Lahan Tambak, berkisar:
Rp150 ~ Rp 200 ribu/m?

v

dil.)
v

Petani terdampak tetap
memilih bekerja sebagai
petani

luar bidang pertanian, seperti:
- Membangun kontrakan

- Membuka toko

- Usaha non pertanian lainnya

Hasil UGR digunakan untuk membuka usaha lain di

Masyarakat petani menerima besaran
nilai Uang Ganti Rugi (UGR) karena

dirasa menguntungkan dan positif

] .

Hasil UGR dibelikan tanah di lokasi lain:

; v

1. Radius jarak 10 ~ 16 km: dapat 1:3

Alasan :

- Persentase jumlah
pekerja bangunan lokal
hanya 10%

- Petani terdampak
sebagian besar sudah
berusia tua

- Syarat pendidikan
tenaga operasional

dimiliki dari tempat tinggal

pertanian

Dampak Keberlanjutan Mata Pencaharian Petani di
Sekitar Lokasi Pembangunan Pelabuhan Patimban:
- Semakin jauhnya lokasi lahan pertanian yang

- Alih profesi dari petani tambak menjadi petani padi
- Alih profesi dari petani menjadi bidang usaha non-

- Berkurangnya produktivitas para petani

dari luasan awal (Compreng-Subang,
Bojong-Subang, dan Cilandak-
Indramayu).

2. Radius Jarak <10 Km: dapat 1 : 2 dari
luasan awal (sisi selatan dan sekitar
Desa Patimban).

Hasil UGR digunakan untuk hal-hal
konsumtif:

Sumber: hasil analisis, 2021

Gambar 7. Struktur Kebijakan pada Proses Pembangunan Pelabuhan Patimban
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- Renovasi rumah

| - Membeli kendaraan bermotor (mobil, motor,
dll.)

- Membayar | pelunasan utang
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Pembebasan lahan tambak dan lahan pertanian
masyarakat
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v

Bekerja sama dengan Konsultan PatimOne (Konsultan Kantor Pelabuhan Patimban)
mengadakan pelatihan dan sertifikasi masyarakat untuk mengantisipasi perubahan ke
depan

Sumber: hasil analisis, 2021
Gambar 8. Proses Interaksi Sosial Pengadaan Lahan Pembangunan Pelabuhan Patimban

Kementerian Perhubungan Pemerintah Kabupaten Hasil kajian dilaporkan ke Persentase lahgnk
Penyusunan Dokumen Land Subang dinas-dinas terkait (pertamgg,ﬂtam aK,
Acquisition and Resettlement [~ I(ete_!'libatar_l penyusunan P> (Dinas Pertanian, Dinas — pemukiman/banguna)
Action Plan (LARAP): Kajian kajian dari tahap awal Kelautan dan Perikanan, dan vang terkena dampak

Lingkungan + Sosial hingga final Dinas PUPR) pembebasan lahan
v v
Perr_lermtah Proses sosialisasi tahap prakonstruksi bersama kecamatan dan desa
Provinsi Jawa
Proses pembebasan lahan Kendala:
pembangunan Pelabuhan —»| Penggantian Tanah Kas Desa (TKD) dengan nilai dan luasan yang
Patimban ke masyarakat sesuai
* Diwakilkan di di Proses Sosialisasi: Dilakukan
Proses sosialisasi awal, “{\'a. <1 De_m 1Bas— 1nas survei dan pendataan
pendataan, sampai proses  —p terkait (Dinas Pertanian, —»  pemilih lahan dan para
pencairan Uang Ganti Rugi .D 1nas Kelaut_an dan penggarap (meliputi jenis
Perikanan, dan Dinas PUPR) .
pertanian + luasan area)

ﬁl

Fokus permasalahan alih fungsi lahan di bidang pertanian:
1. Hilangnya mata pencaharian petani penggarap

2. Sulitnya mencari lahan pengganti yang dekat Masyarakat

3. Pelaksanaan pembangunan mengganggu proses bercocok tanam - Mengarahkan agar UGR setempat menerima

digunakan untuk kegiatan manfaat insiasi
Satgas A dan Satgas B produktif program-program
tersebut

(mengawal proses pengadaan . - - - Menjalin komunikasi dengan
lahan) Prioritas: menjaga keberlanjutan kantor pelabuhan: program
mata pencaharian masyarakat petani pemberdayaan masyarakat
4 terdampak pembebasan lahan —|-> sekitar
* - Menyiapkan pelatihan dan
Diketuai: i} inisiasi program-program
Kepala Badan Pertanahan -« Meng?_\l{\i/;i géisisdgiﬁgfﬂf‘;?) lahan peningkatan kualitas SDM
Nasional (BPN) Kabupaten Pemb e Pelabuh masyarakat setempat
Subang embangunan relabunhan - Program pemberdayaan UMKM
I untuk petani terdampak
+ - Mengadakan penyuluhan
Tanggung jawab pelaksanaan (diemban dinas-dinas terkait): kepada para petani terdampak

- Lahan pertanian: Dinas Pertanian
- Lahan tambak: Dinas Kelautan dan Perikanan
- Pemukiman/ bangunan: Dinas PUPR

Sumber: hasil analisis, 2021
Gambar 9. Proses Kerja sama Pengadaan Lahan Pembangunan Pelabuhan Patimban
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3.4. Prosesual Alih Fungsi
Pelabuhan Patimban

Lahan Pembangunan

Proses adalah segala dinamika interaksi yang
belum terstruktur maupun mengkultur [22]. Dalam
komponen prosesual terdapat beberapa konsep
antara lain interaksi sosial, kerja sama, sosialisasi,
negoisasi, konflik [22]. Terdapat beberapa komponen
prosesual yang terjadi pada kajian ini, meliputi
interaksi sosial, yakni antara Kantor Pelabuhan
Patimban (KSOP Kelas Il Patimban) selaku perwakilan
pemerintah pusat dengan pemerintah di tingkat lokal
(Kecamatan Pusakanagara dan Desa Patimban) serta
masyarakat (petani) pemilik lahan yang terkena
pembebasan. Komponen prosesual selanjutnya
berupa kerja sama antar-pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah, dalam hal ini kerja sama intens
antara Kementerian Perhubungan dengan
Pemerintah Kabupaten Subang.

4. Kesimpulan

Kondisi sosial para petani sebelum adanya alih
fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban
cenderung lebih erat dan solid dalam masyarakat
petani pedesaan, dengan kondisi lingkungan dan
ekologi pertanian yang lebih baik karena stakeholder
terkait sangat memperhatikan kondisi sarana
prasarana pertanian. Alih fungsi lahan pembangunan
Pelabuhan Patimban membuat kebutuhan mendasar
pertanian kurang diperhatikan dan mengubah
mindset masyarakat petani. Dampak lainnya adalah
sikap individualisme yang cenderung lebih tinggi dan
gaya hidup hedonisme. Solidaritas masyarakat petani
yang mulai terpecah, profit-oriented, dan kurang
peduli membuat pola pikir mereka menjadi
komersial ~mengikuti masyarakat perkotaan.
Perubahan mindset masyarakat petani membuat
ekspektasi pencapaian hasil yang diinginkan selalu
tinggi.

Di lingkup struktur, tahap pra konstruksi dan
pengadaan lahan diidentifikasi proses yang berjalan
sehingga wupaya yang dilakukan pada tahap
konstruksi/ operasional untuk mengurangi dampak
alih fungsi lahan adalah dengan “Program Pemulihan
Mata Pencaharian (Livelihood Resources Program)”
berupa Skill Training/ Peningkatan Kompetensi.
Pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan
berkoordinasi dan bekerja sama dengan stakeholder
di lingkup pemerintah daerah. Monitoring berkala
(tiap 3 bulan) dilakukan dengan melakukan survei
tingkat kepuasan masyarakat terkait sosialisasi dan
implementasi program sebagai upaya pencegahan
permasalahan isu-isu sosial. Kendala-kendala yang
ada diatasi oleh tim yang telah dibentuk dan
koordinasi dilakukan pada tiap proses pelaksanaan di
lapangan. Di lingkup kultur, identifikasi dampak
terhadap keberlanjutan mata pencaharian petani di
sekitar lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban
berupa semakin jauhnya lokasi lahan pertanian yang
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dimiliki dari tempat tinggal, alih profesi dari petani
tambak menjadi petani padi, alih profesi dari petani
menjadi pekerja di bidang usaha non-pertanian, dan
berkurangnya produktivitas para petani.

Komponen prosesual berupa interaksi sosial
antara Kantor Pelabuhan Patimban (KSOP Kelas II
Patimban) selaku perwakilan pemerintah pusat
dengan pemerintah di tingkat lokal (Kecamatan
Pusakanagara dan Desa Patimban) serta masyarakat
(petani) pemilik lahan yang terkena pembebasan
adalah motivasi alih profesi masyarakat dari petani
tambak ke petani padi serta peningkatan kompetensi
keterampilan di bidang lain yang bekerja sama
dengan stakeholder terkait. Sedangkan komponen
prosesual selanjutnya berupa Kkerja sama antar-
pemerintah yaitu kerja sama intens antara
Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah
Kabupaten Subang dengan melaksanakan program
prioritas menjaga keberlanjutan mata pencaharian
masyarakat petani terdampak pembebasan lahan,
antara lain mengarahkan agar hasil UGR digunakan
untuk kegiatan produktif, menjalin komunikasi
untuk program pemberdayaan masyarakat sekitar,
menyiapkan pelatihan dan inisiasi program-program
peningkatan kualitas SDM masyarakat setempat,
mengadakan program pemberdayaan UMKM untuk
petani terdampak, dan mengadakan penyuluhan
kepada para petani terdampak.
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